
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR   15   TAHUN 2008

TENTANG 

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor 
pendukung  bagi keberlanjutan pembangunan pertanian dalam 
rangka mewujudkan ketahanan pangan;

b. bahwa Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif 
sejalan dengan penerapan paradigma baru di bidang otonomi 
daerah, maka perlu mengambil langkah nyata sebagai tindak 
lanjut proses otonomi daerah di Provinsi Banten;

c. bahwa perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan 
hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat, 
maka perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air 
irigasi untuk keperluan lainnya perlu dilibatkan dalam 
pengelolaan irigasi guna mewujudkan masyarakat yang 
berdaya dan mandiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Irigasi;

Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-
Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
4412);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4010);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4436);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- 3 -

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 
Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3225);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3848);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3732);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008  tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan 
Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan 
Kabupaten/Kota;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 
tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi 
Kabupaten/Kota;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan 
Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipasif;

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi 
Irigasi;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan 
Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan 
P3A/GP3A/IP3A;

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Hidrologi (Lembaran Daerah Tahun 
2003 Nomor 20, Seri E);

31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pengembangan Pemanfaatan Air (Lembaran 
Daerah Tahun 2003 Nomor 21, Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 
Banten  (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Banten;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Banten;

4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi 
Banten;

6. Dinas Teknis terkait adalah instansi pemerintah yang berperan dan 
mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian dan pengelolaan 
irigasi;

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;

8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten;

9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten;

10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan 
tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan 
air laut yang berada di darat;

11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang 
terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;

12. Air irigasi adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah 
permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air 
hujan dan air laut yang dimanfaatkan untuk keperluan air irigasi;

13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi 
untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, 
irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;

14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, 
kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia;

15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang 
dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan 
waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang 
pertanian dan keperluan lainnya;

16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, 
dan penggunaan air irigasi;

17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam 
jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;

18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu 
dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;

19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier 
untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;


